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Sewa menyewa adalah suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh 
masyarakat, khusunya sewa menyewa rumah kos yang terjadi di rumah kos Al-
Zahra di Sukarame, Bandar Lampung. Dalam hal ini sewa menyewa yang terjadi 
harga sewa rumah kos yang ditetapkan oleh pemilik terdapat perbedaan harga 
sewa sejumlah Rp 500.000,- bagi setiap penyewa kos baru dan untuk penyewa 
lama tidak mengalami kenaikan harga sewa rumah kos sedangkan fasilitas yang 
diberikan bagi setiap penyewa rumah kos baik penyewa lama atau baru tidak ada 
perbedaan. Untuk harga sewa penyewa lama sebesar Rp 4.500.000,- dan untuk 
penyewa baru harga sewa sebesar Rp 5.500.000,-. Dengan harga sewa yang tinggi 
pemilik menjanjikan adanya fasilitas tambahan seperti kasur atau rak. 
 
Penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah 
Sistem Penetapan Sewa Rumah Kos Al-Zahra di Sukarame, Bandar Lampung? 2. 
Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Penetapan Sewa Rumah 
Kos Al-Zahra di Sukarame, Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui praktik dan status hukum Islam tentang sistem penetapan harga sewa 
rumah kos. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan 
untuk memperoleh gambaran penelitian secara rinci dan sistematis tentang 
permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data Penulis melakukan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini ini adalah penelitian 
lapangan (Field Research) penelitian data maupun informasi bersumber dari 
lapangan, yakni pemilik dan penyewa rumah kos Al-Zahra di Sukarame, Bandar 
Lampung tentang Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos dalam Perspektif 
Hukum Islam. Data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan populasi 
yang berjumlah 17 orang responden yang terdiri dari 15 orang penyewa dan 2 
orang pemilik rumah kos, kemudian dalam pengolahan data dilakukan 
pemeriksaan data (editing) dan sistematika data (sistematizing). Sedangkan dalam 
analisa data menggunakan metode kualitatif induktif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan harga sewa 
rumah kos yang ditetapkan pemilik memiliki beberapa pertimbangan yang 
menjadi dasar adanya perbedaan harga antara penyewa lama dan penyewa baru 
yaitu berdasarkan tingkat ekonomi keluarga, biaya kuliah, pertimbangan jarak 
rumah kos dengan tempat kuliah, negosiasi pemilik kos dengan penyewa. Tidak 
fasilitas tambahan yang dijanjikan pemilik pada awal perjanjian. Hal ini 
menimbulkan ketidakadilan bagi penyewa baru dikarenakan mereka harus 
membayar harga sewa lebih tinggi sedangkan fasilitas yang mereka terima sama 
dengan fasilitas penyewa lama. Selisih masuk antara penyewa lama dan baru tidak 
ada karena antar penyewa masuk ditahun yang sama. Praktik sewa menyewa ini 
juga belum sah karena belum terpenuhinya salah satu syarat sewa menyewa yaitu 
upah sewa (ujrah) yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur 
Gharar (ketidakjelasan harga) karena dalam penetapan harga tidak merata 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan 
supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu 
dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul 
skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah 
Kos Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah Kos Al-Zahra 
di Sukarame, Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu 
dijelaskan adalah sebagai berikut: 
Sistem adalah seperangkat peraturan, prinsip, fakta dan sebagainya 
yang digolongkan atau disusun dalam bentuk yang teratur untuk 
menunjukkan rencana logis yang berhubungan dengan berbagai bagian.
1
 
Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan 
untuk menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.
2
 
Sewa Menyewa secara etimologi adalah ganti dan upah (imbalan). 
Secara istilah sewa menyewa adalah memberikan seseuatu barang atau 
benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian 
yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang 
yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2002), h. 1442 
2
Ibid., h. 1232  
2 
 
memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang 
atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.
3
 
Rumah kos dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menetap 
atau tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan untuk 
sementara waktu dengan membayar uang setiap bulannya atau bisa 
dikatakan hanya menyewakan kamar untuk ditempati orang lain.
4
 
Perspektif adalah meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah 
menyelidiki dan mempelajari).
5
 Pandangan atau pendapat yang dimaksud 
adalah pandangan atau pendapat terhadap keadaan sekarang maupun yang 
akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam. 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 
pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk 
mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan 
pada setiap zaman  (waktu) dan makan (ruang).
6
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 
judul skripsi ini adalah Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos dalam 
Perspektif Hukum Islam di Sukarame, Bandar Lampung yang mana 
dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian harga  
uang sewa antar konsumen dan perbedaan ini tidak mencerminkan rukun 
dan syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam serta dalam 
                                                             
3
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: 
Permatanet, 2016), h. 134 
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., h. 597 
5
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), h. 3  
6
Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pruralitas Social, (Jakarta: 
Penamadani, 2004), h. 6 
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pelaksanaannya fasilitas yang diterima konsumen tidak sesuai dengan 
uang sewa yang harus dibayarkan.  
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang memotivasi Penulis untuk memilih 
judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Secara Objektif, berdasarkan praktik yang terjadi di Sukarame, 
Bandar Lampung tentang sistem penetapan harga sewa rumah kos 
perspektif hukum Islam dirasa tidak sesuai dengan rukun dan 
syarat dalam penetapan harga uang sewa. Oleh karenanya, Saya 
tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut.  
2. Secara Subjektif 
a. Tema tentang “Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos 
Perspektif Hukum Islam” sangatlah menarik untuk diteliti dan 
dikaji. 
b. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 
ditekuni oleh Penulis yaitu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
(Mua’malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang sistem 
penetapan harga sewa rumah kos perspektif hukum Islam, 
sehingga Saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan 




C. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikaktnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu 
makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini 
dikenal dengan istilah Mu’amalah.
7
 Mu’amalah adalah aturan hukum 
Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi 
dalam pergaulan sosial.
8
 Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak 
bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, juga senantiasa terlibat 
dalam akad atau hubungan muamalah. Salah satu akad dalam muamalah 
yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah sewa-menyewa. 
Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat 
konsensual, dimana perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yakni 
rukun dan syarat sewa menyewa berlangsung apabila akad sewa sudah 
berlangsung maka pihak yang menyewakan (Mu’jir) berkewajiban 
untuk menyerahkan barang/objek (Ma’jûr ‘alaih) kepada pihak 
penyewa atau orang yang menerima upah (Musta’jir) dengan 
diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa 
berkewajiban untuk menyerahkan uang sewaannya.
9
  
Dalam sewa menyewa (ijârah) terbagi menjadi dua macam, 
yaitu ijârah amal yakni ijârah terhadap perbuatan atau tenaga manusia 
yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Ijârah ini digunakan untuk 
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memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari 
pekerjaan yang dilakukannya dan ijârah ain yakni ijarah yang 
berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk 
mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan 
kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti, menyewa 
kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
10
 Ijârah 
termasuk jual beli pertukaran dengan mengambil manfaatnya.
11
 Ulama 
bersepakat bahwa Ijârah diperbolehkan.
12
 
Adapun dasar hukum sewa menyewa aset atau properti terdapat 
dalam Q.S At-Thalaq (65):6 
َّلِتَُضيِّقُىاََّّْأَۡسِكىُىهُه َّ وهُه  َّتَُضآرُّ ََّوََل َُّوۡجِدُكۡم ه َّمِّ ََّسَكىتُم ََّحۡيُث ِمۡه
َّ ََّحۡملَهُه َّۚ َّيََضۡعَه ًَٰ ََّحت  ََّعلَۡيِهه  َّفَأَوفِقُىْا ََّحۡمٖل ِت َّأُْولََٰ َُّكه  ََّوإِن َعلَۡيِهه َّۚ
ََّوۡأتَِمُووْاَّ ََّ َفَإِۡنَّأَۡرَضۡعَهَّلَُكۡمَّفََّ َّأُُجىَرهُه  ََّوإِنَّ َِمۡعوََُّّۡيىَُكماتُىهُه  وٖفٖۖ
ََّّۥٓتََعاَسۡوتُۡمَّفََستُۡوِضُعَّلَهَُّ ٦ََّّأُۡخَويَٰ
Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 




Berdasarkan ayat  tersebut bahwa dasar hukum sewa menyewa 
adalah mubah atau diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang 
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ditetapkan dalam hukum islam.
14
 Sewa menyewa merupakan suatu 
perjanjian atau kesepakatan dimana pihak penyewa harus membayarkan 
atau memberi imbalan dari benda atau barang yang dimiliki oleh 
pemilik barang yang dipinjamkan. Sewa menyewa adalah salah satu 
tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. 
Seperti halnya kebutuhan akan sandang dan pangan, kebutuhan 
akan papan atau rumah juga diperlukan oleh setiap orang yang ingin 
meneruskan hidupnya agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan akan 
tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan yang sangat krusial 
dikarenakan sebagai manusia membutuhkan tempat yang layak untuk 
berteduh dan berlindung dari segala macam hal yang dapat 
membahayakan kelangsungan hidupnya.  
Dalam hal ini kebutuhan akan rumah kos bagi mahasiwa 
maupun masyarakat sangat dibutuhkan terutama bagi mahasiwa 
perantau yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menimba 
ilmu di tempat mereka melanjutkan studi. Dengan banyaknya 
pendatang yang datang pada suatu daerah tertentu seperti di daerah 
Sukarame, Bandar Lampung sangat mempengaruhi kegiatan sewa 
menyewa rumah kos.  
Ditinjau dari segi usaha bisnis, usaha sewa menyewa rumah kos 
sangat diminati oleh pemilik rumah selain sebagai usaha sampingan, 
usaha ini bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Di dalam 
                                                             
14




kerjasama ini dilakukan antara penyewa dan pemilik rumah, yaitu 
penyewa membayarkan sejumlah uang kepada pemilik rumah sebagai 
imbalan atas manfaat rumah kos yang ditempati oleh penyewa. 
Pokok permasalahan disini adalah terjadinya perbedaan sistem 
penetapan harga uang sewa rumah kos antara penyewa lama  dengan 
penyewa baru di dalam satu lokasi rumah kos dengan tersedianya 
fasilitas penunjang yang sama. Ketika ada penyewa baru yang ingin 
menyewakan sebuah rumah kos harga sewa yang ditetapkan oleh 
pemilik rumah kos lebih tinggi harga sewanya dibandingkan dengan 
harga sewa untuk penyewa lama, selain itu pemberian fasilitas yang 
tidak sesuai dengan perjanjian awal, serta adanya praktik negosiasi 
harga antara penyewa yang hubungan dekat atau mempunyai hubungan 
keluarga dengan pemilik rumah kos. Hal ini menimbulkan ketimpangan 
sosial dimana seharusnya penetapan uang sewa rumah kos antara 
penyewa lama dan penyewa baru tidak terjadi perbedaan. Alasan 
pemilik rumah membedakan uang sewa kos bagi penyewa lama dan 
penyewa baru adalah untuk memperbaiki dan menambah fasilitas baik 
sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemilik rumah dan juga 
seiring dengan perkembangan zaman semakin mahalnya kebutuhan-
kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas yang ada serta kenaikan harga 
tanah yang tiap tahunnya menjadi faktor pemicu pemilik rumah untuk 
menaikkan uang sewa rumah kos tersebut. Namun pada kenyataannya 
setelah adanya perbedaan harga pada setiap penyewa dan kenaikan 
8 
 
harga uang sewa fasilitas dan perbaikan yang dijanjikan hanya sebagian 
yang terealisasikan.  
Pada praktik kegiatan sewa menyewa perlu memperhatikan 
sebelum membuat isi perjanjian, sebab perjanjian tersebut harus 
disepakati bersama agar tidak menimbulkan suatu hal yang dapat 
merugikan satu sama lain antara penyewa dan pemilik rumah kos. Pada 
dasarnya sewa menyewa adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua 
pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling 




Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis termotivasi untuk 
meneliti masalah tersebut dengan judul “Sistem Penetapan Harga Sewa 
Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah Kos 
Al-Zahra di Sukarame, Bandar Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas 
pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa 
dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari 
pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah 
mengkaji tentang akad dan sistem penetapan harga sewa rumah kos 
yang terjadi di Sukarame, Bandar Lampung. 
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E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis 
menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos Al-Zahra 
Sukarame, Bandar Lampung ? 
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan 
Harga Sewa Rumah Kos Al-Zahra  Sukarame, Bandar Lampung ? 
F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah Sistem Penetapan Harga Sewa 
Rumah Kos Al-Zahra Sukarame, Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap 
Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos di Sukarame, Bandar 
Lampung. 
G. Signifikansi Penelitian 
Adapun signifikansi penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Secara teoritis, peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman 
terhadap masyarakat mengenai praktik sewa-menyewa kos tentang 
Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos dan diharapkan dapat 
memperkaya khazanah pemikiran keislaman, dan civitas akademik 
Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah pada umumnya. 
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2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum 
dengan ilmu syariah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, 
karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan 
dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran 
penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah yang 
sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan 
(Field Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan 
mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan 
berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. 
Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada 
praktik sistem penetapan sewa rumah kos di Sukarame, Bandar 
lampung. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data 
primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari 
buku-buku fiqh dan buku-buku lainnya yang secara langsung 
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maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok 
permasalahan. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 
bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran 
secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi 
atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 
dipaparkan dalam bentuk laporan.
16
 Analisis dimaksudkan 
bahwa berdasarkan gambaran-gambaran fakta yang diperoleh 
akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab 
permasalahan tersebut. 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 
peneliti.
17
 Sumber data pokok yakni sebanyak responden yang 
terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik rumah kos Al-
Zahra dan para penyewa rumah kos Al-Zahra. 
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b. Data Sekunder 
Yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 
pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 
pengguna data atau data yang telah dikumpulkan oleh piha 
lain.
18
 Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung 
yang berhubungan dengan data penelitian. 
c. Populasi 
Yaitu keseluruhan subjek penelitian.
19
 Keseluruhan 
objek yang akan diteliti seperti manusia, benda-benda, pola 
sikap, tingkah laku dan sebagainya yang akan dijadikan sebagai 
objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 orang, 
yang meliputi 15 orang penyewa rumah kos dan 2 orang pemilik 
rumah kos. Total kamar yang ada berjumlah 17 kamar kos. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data 
yang akurat untuk keperluan pemecahan masalah tertentu yang 
sesuai dengan data. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab 
secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau 
beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa 
orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan 
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pedoman (guide), wawancara dimana pewawancara dan 




Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang 
menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti 
dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman 




Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data berupa 
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan 
serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai 
dengan masalah penelitian. Teknik ini berproses dan berawal 
dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai 
dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 
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4. Metode Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan Data (editing) 
Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau 
relevan  dengan permasalahan yang diteliti.
22
 
b. Sistematika Data (sistematizing) 
Sistematika data yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
23
 
5. Metode Analisa Data 
Dalam menganalisa data dilakukan dengan analisis secara 
kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan 
sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis 
inginkan. Bentuk analisis kualitatif menggunakan kalimat yang 
teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga 
memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.
24
 
Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini yaitu dengan 
metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir atau 
fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit 
kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. 
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I. Sistem Penetapan Harga Sewa  
A. Pengertian Harga 
Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau 
jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. 
Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 
memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, 
sedangkan ketiga unsur lainnya menyebabkan timbulnya biaya 
(pengeluaran). 
Secara umum, harga  (price) dalam arti sempit adalah 
jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Dalam arti 
luas, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh 
pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 
menggunakan suatu produk atau jasa. Harga juga dapat dikatakan 
sebagai nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang 
lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 
seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. 
1
 
Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan price, 
sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si‟ru 
yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama 
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suka (an-taradin) pemakaian kata tsaman lebih umum daripada 
qimah yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. 
Sedangkan si‟ru adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. 
Harga adalah perwujudan nilai atau barang atau jasa dalam satuan 
uang. Harga dapat berari kekuatan membeli untuk mencapai 
kepuasan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan 
seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai 
tukar dari barang dan jasa tersebut misalnya, harga suatu barang, 
sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori 
harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas 
benda atau apa yang telah dilakukan.
2
  
Harga adalah angka-angka suatu rumus atau suatu 
persetujuan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan. Sedangkan 
penetapan harga adalah bagaimana suatu perusahaan 
mentranformasikan manfaat yang tersedia kepada konsumen 
menjadi keuntungan yang bisa didapatkanya. Penetapan harga 
berbeda-beda yang dianggap ideal yang bergantung pada 
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Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama 
disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi baik itu harga 
lebih besar, lebih kecil atau sama.
4
 
Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan 
berbagai konsekuensi dan dampaknya bejangkau jauh, tindakan 
penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku 
usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat 
melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik 
penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha 
melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan 
harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini 
sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan 
oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itubisa 
diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang 




B. Dasar Hukum Harga 
Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak 
dibenarkan adanya penetapan harga secara sewenang-sewang 
karena ia merupakan kedzoliman dan tindakan kedzoliman 
diharamkan. Sebagian ulama fiqih juga menyatakan bahwa yang 
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berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak 
pemerintah. Dalam menetapkan harga pemerintah harus 
mempertimbangkan kemaslahatan para pihak sehingga pihak 
konsumen dan produsen tidak dirugikan. 
Dengan demikian ta‟sir adalah penetapan harga oleh 
pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas 
kecuali dengan harga tertentu. Negara melakukan intervensi atas 
harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan 
setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga 




Dalam kehidupan bermasyarakat prinsip saling ridha atau 
tidak saling merugikan satu sama lain ialah yang diperbolehkan, 
sesuai dengan firman Allah dalam: 
a. Q.S Al-Baqarah (2): 279  
                     
           
    
Artinya:”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 
sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) 
maka bagimu pokok hartamu kamu tidak Menganiaya dan 
tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 279) 






Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat 
kebaikan, seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil 
dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran 
maupun timbangan. Apabila kita hidup selalu berlaku adil 
maka kita akan selalu dekat dengan Allah oleh sebab itu 
berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan 
kehidupan dunia. 
b. Q.S Al-Hadid (57): 25 
                  
                
                         
          
Artinya: ”Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat 
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-
Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha 
kuat lagi Maha Perkasa”. 
Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan 
dalam ayat ini menunjukkan adanya  indikasi akan pentingnya 
penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan 
(yang dalam ayat ini di sebut dengan besi, sebagai simbol 








c. Faktor-Faktor Penetapan Harga 
Kotler dan Keller: keputusan penetapan harga sebuah 




1. Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga meliputi: 
a. Tujuan perusahaan 
b. Strategi bauran pemasaran 
c. Biaya 
d. Pertimbangan organisasi . 
2. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan 
harga meliputi:  
a. Pasar dan permintaan  
b. Biaya, harga, dan penawaran pesaing  
c. Keadaan perekonomian  
Kamaruddin dalam bukunya akuntansi manajemen 




1.  Faktor laba yang diinginkan.  
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2. Faktor produk atau penjualan produk tersebut.  
3.  Faktor biaya dan produk tersebut.  
4. Faktor dari luar perusahaan (konsumen). 
d. Fungsi Utama Penetapan Harga 
Adapun beberapa fungsi utama harga sebagai berikut: 
1. Menarik minat belanja harga yang terlalu mahal akan 
mengakibatkan pelanggan berpaling kepada pesaing, 
sebaliknya harga yang terlalu murah mengakibatkan tipisnya 
keuntungan sehingga peritel belum tentu mampu menutupi 
biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan bisnisnya. 
2. Menetapkan target pasar misalnya, peritel yang menyasar kelas 
menengah ke atas tidak terlalu mengandalkan harga sebagai 
alat untuk menarik pelanggannya karena mereka membutuhkan 
margin yang relatif besar untuk menutupi biaya pelayanan yang 
lebih baik.  
3. Membentuk margin melalui penetapan harga yang tepat, peritel 
akan mampu menjual lebih banyak sehingga mendapatkan 
margin yang lebih baik.  
4. Membentuk citra sebagian besar masyarakat memiliki 
anggapan bahwa dimana harga yang rendah dianggap sebagai 




5. Memenangkan kompetisi Sebagian besar peritel sering 
menggunakan harga untuk membentuk persepsi “termurah” 
terutama jika mereka berada di lokasi tingkat persaingan ketat. 
e. Tujuan Utama Penetapan Harga 
Semakin jelas tujuan yang ditetapkan maka akan semakin 
mudah dalam menetapkan harga. Ada lima tujuan dalam penetapan 
harga yaitu sebagai berikut:
10
 
1. Kelangsungan hidup 
Kelangsungan hidup merupakan tujuan jangka pendek 
sedangkan untuk mencapai tujuan jangka panjang pelaku bisnis 
tersebut harus belajar menambah nilai. 
2. Laba maksimal sekarang 
Pelaku usaha memperkirakan permintaan serta pengeluaran 
biaya dihubungkan dengan harga yang akan mendatangkan laba 
atau arus kas. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaku usaha 
harus mengetahui fungsi biaya dan permintaannya meskipun 
dalam praktiknya kedua hal tersebut sukar untuk dilaksanakan. 
3. Pangsa pasar maksimal 
Pelaku usaha menetapkan harga yang paling rendah dengan 
berasumsi bahwa pasar tersebut peka terhadap harga. 
4. Penguasaan pasar secara maksimal 
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Pelaku usaha yang memperkenalkan teknologi baru lebih 
menyukai penetapan harga yang tinggi untuk menguasai pasar.  
5. Kepemimpinan mutu produk 
Dalam menetapakan tujuan penetapan harga banyak merk atau 
produk yang berusaha keras untuk menjadi suatu produk atau 
jasa yang memiliki ciri tingkat tinggi dalam hal mutu, selera 
dan status yang dapat dirasakan serta memiliki harga cukup 
tinggi yang masih berada dalam jangkauan konsumen. 
Organisasi nirlaba dan pemerintah mungkin menggunakan 
tujuan lain dalam hal penetapan harga selain kelima tujuan 
tersebut. Sebagai contoh, universitas berupaya untuk mendapatkan 
pengembalian sebagian biaya dengan alasan mereka tahu bahwa 
organisasi tersebut harus mengandalkan sumbangan swasta dan 
bantuan pemerintah untuk menutupi biaya selebihnya. Contoh lain 
pada rumah sakit nirlaba mungkin berupaya untuk mendapatkan 
pengembalian seluruh biaya dalam penetapan harga.
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f. Penetapan Harga dalam Islam 
Harga yang adil telah menjadi pegangan mendasar dalam 
transaksi yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus 
dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen 
syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, 
harga yang adil berarti harga yang tidak menimbulkan eksploitasi 






atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan 
menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan 
manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil.  
1. Penetapan harga menurut beberapa Ulama  
a. Penetapan Harga menurut pemikiran Imam Yahya bin 
Umar (213-289 H) 
Imam Yahya bin Umar dalam kitabnya Al-Ahkam 
Al-Suq menjadikan penetapan harga sebagai tema sentral. 




Menurut Dr. Rifa‟at Al-Audi, pendapat Imam 
Yahya bin Umar yang melarang penetapan harga tersebut, 
mengindikasikan bahwa sesungguhnya Imam Yahya bin 
Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan 
kepemilikan. Sikap Rasulullah Saw. yang menolak 
melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal 
bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur 




b. Penetapan Harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah (661-
278 H) 







Ibnu Taimiyyah merekomendasikan penetapan 
harga dilakukan dalam beberapa kondisi berikut:
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1) Dalam kondisi darurat bencana alam, keadaan perang 
ataupun bencana kebakaran. Ibnu Taimiyyah 
merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah 
dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok.  
2) Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, yaitu ketika 
penjual menolak menjual barang dagangan denga harga 
normal sedangkan penduduk sangat membutuhkan 
barang tersebut. 
2. Mekanisme Penetapan harga menurut Para Ulama 
a. Mekanisme Penetapan harga menurut pemikiran Imam 
Yahya bin Umar (213-289 H) 
Imam Yahya bin Umar juga menyatakan 
kebebasan tersebut juga ditentukan oleh kekuatan pasar 
yaitu kekuatan penawaran (supply) dan permintaan 
(demand). Akan tetapi Imam Yahya bin Umar 
menambahkan bahwa mekanisme harus tunduk pada 
kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah 
pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika 
terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat 
menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam hal ini, 






pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan tersebut 
dari pasar. Hukuman tersebut berarti melarang pelaku 




Dengan demikian, dalam ekonomi islam undang-
undang memiliki peranan sebagai pemelihara dan penjamin 
pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan bukan 




b. Mekanisme Penetapan Harga menurut pemikiran Ibnu 
Taimiyyah (661-278 H) 
Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas 
dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen, 
baik dari pasar output (barang) maupun input (factor-faktor 
produksi). Sementara itu harga diartikan sebagai sejumlah 




Harga yang adil merupakan harga atau nilai yang 
dibayar untuk suatu objek yang diberikan pada waktu dan 
tempat diserahkannya barang tersebut. Menurut Ibnu 
Taimiyyah tujuan utama dari harga yang adil adalah 










memelirahara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal 
balik dan hubungan lain diantara anggota masyarakat. 
Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah melarang adanya monopoli 
terhadap kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok 
masyarakat melakukan monopoli maka wajib bagi 
pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) 




c. Regulasi harga menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah (661-
278 H) 
Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga 
barang yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan 
memelihara kejujuran dan memungkinkan penduduk untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarah islam 
kebebasan sudah dijamin melalui berbagai tradisi 
masyarajat beserta dengan system hukumnya.
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3. Kontroversi pemikiran ulama dalam penetapan harga 
Pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Yahya Ibnu 
Umar dan Ibnu Taimiyyah merupakan sebagian dari banyaknya 
pendapat para ulama mengenai penetapan harga. Sebagian 
ulama menolak peran Negara untuk mencampuri urusan 








ekonomi, termasuk dalam hal penetapan harga namun sebagian 
lain membenarkan untuk menetapkan harga.  
Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada sebuah 
hadis berikut:  
رْ َْغَلْْقَالَْْل كْ َْهاْب يْ ًَْسْ ْاَ َْْعيْ  ع  ْعليَّْللاَّ ْْصلىّْللاَّ ْْلْ ْس ْْرََْْعِ دْ َْعلىَْْالسَّ
اْفَقَاْ–ْسلنّْ رْ َْغلَْْقَدْ ّْللَّْْس ْاْيَارَْْلْ  رْ ْالَسعَّ ْا  ىَّْْلَْْفَقَاْ–ْلٌََاْفََسعَّ
َّْْللاَّْ  ُْ
رْ  َسعَّ ط ْْال بَاْال قَاب ضْ ْال و  از قْ ْس  ْْا  ًَّىْالرَّ خ  لَي سََْْربَّىْا َلقَىْأَىْ ْلَ ر  ْا ََحدْ َّْ
َْ ْيَط ل ب ى لََهالْ ْمْ ْدَْْف ىْب َوظ لَو َّْ  
“Dari Anas ibnu malik, ia berkata: pada masa Rasulullah saw. 
Telah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian 
masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata, “Ya Rasulullah, 
telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan 
harga untuk barang-barang tersebut.”Rasulullah 
saw.menjawab:“Sesungguhnya Allah yang maha penetap 
harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi 
rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak 




Sebagian ulama menolak peran Negara untuk 
mencampuri urusan ekonomi termasuk dalam hal penetapan 
harga namun sebagian lain membenarkan Negara untuk 
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menetapkan harga. Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis 
tersebut sebagai pengharaman bagi perilaku penetapan harga 
dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. 
Mazhab Hambali dan Syafi‟I menyatakan bahwa Negara tidak 
berhak untuk menetapkan harga. Seorang pemikir dari mazhab 
Hambali bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyatakan 
bahwa seorang imam atau pemimpin pemerintah tidak 
memiliki wewenang mengatur harga bagi penduduk. 
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Dalam pandangan ekonomis Ibnu Qudamah juga 
mengalisis bahwa penetapan harga mengindikasikan 
pengawasan atas harga tidak menguntungkan, penetapan harga 
akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga yang 
ditetapkan akan berakibat pada munculnya tujuan yang saling 
bertentangan serta dapat mewujudkan keadaan tidak saling 
ridha. Dalam Islam penetapan harga dapat dilakukan jika 
terjadi dalam dua keadaan yaitu, faktor yang menyebabkan 
perubahan harga atau distorsi terhadap genuine factors dan 
terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga (keadaan 
darurat).
22
   
 
 








4. Penetapan Harga (Ta‟sir) 
Syarat-Syarat Penetapan Harga (Ta‟sir)
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Menurut para ulama fiqh, syarat-syarat at-ta‟sit al-jabari 
adalah: 
1) Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak 
2) Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-
wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan 
mereka 
3) Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil 
4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar 
dengan menunjukkan para pakar ekonomi 
5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu 
mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang  
6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak 
penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga 
maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak 
terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk 
pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa 
harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas 
untuk itu 
                                                             




7) Pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang 
tentunya masih berpihak pada kepentingan dan 
kemaslahatan bersama. 
Para ulama fiqh membagi ta‟sir kepada dua macam, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan 
ulah para pedagang.Dalam harga seperti ini, para pedagang 
bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, 
dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, 
dengan harga yang berlaku secara alami ini,  tidak boleh 
campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam 
kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang. 
2) Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para 
pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan 
harga dari pemerintah ini disebut dengan at-tas‟ir al-jabar. 
g. Metode Penetapan Harga 
1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan 
Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan adalah suatu 
metode yang menekankan pada faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada 








a. Skimming pricing method, yaitu metode yang 
diterapkan dengan menetapkan harga tinggi terhadap 
suatu produk baru atau inovatif selama tahap 
perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada 
saat persaingan mulai ketat. 
b. Penetration pricing method, yaitu metode yang 
diterapkan untuk membuat pelaku usaha berusaha untuk 
memperkenalkan suatu produk baru berharga rendah 
dengan harapan akan dapat memperoleh volume 
penjualan yang besar dalam waktu yang reltif singkat. 
c. Prestige pricing method, yaitu harga dapat digunakan 
oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas atau prestige 
suatu barang atau jasa. 
d. Price lining method, metode ini digunakan untuk jika 
pelaku usaha menjual produk lebih dari satu jenis. 
e. Odd-even pricing method, metode ini digunakan untuk 
penjualan barang tingkat pengecer. 
f. Demand backward method, metode berdasarkan suatu 
target harga tertentu kemudian pelaku usaha melakukan 
penyesuaian terhdapa komponen produknya. 
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g. Bundle pricing method, metode pemasaran dua atau 
lebih produk dalam satu harga paket. 
2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya 
Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya adalah suatu 
metode yang menekankan pada factor penawaran atau biaya 
bukan pada aspek permintaan. Terdapat empat metode 




a. Standard markup pricing, harga yang ditentukan 
dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari 
biaya pada semua item dalam kelas suatu produk. 
b. Cost plus percentage of cost pricing, pelaku usaha akan 
menambahkan persentase tertentu terhadap biaya 
produksi. 
c. Cost plus fixed fee pricing, metode yang digunakan 
pelaku usaha dalam mendapatkan ganti atas semua 
biaya yang dikeluarkan. 
d. Experience curve pricing, metode yang dikembangkan 
atas dasar konsep efek belajar (learning effect) yang 
menyatakan bahwa uni cost barang dan jasa akan 
menurun 10% hingga 30% untuk peningkatan dua kali 






lipat pada pengalaman perusahaan dalam melakukan 
produksi dan penjualan barang atau jasa. 
3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba 
Metode Penetapan Harga Berbasis Laba adalah metode 
yang berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya 
dalam penetapan harga. Terdapat tiga metode penentuan 
harga berbasis laba yang diuraikan sebagai berikut:
26
 
a. Target profit pricing, ketetapan atas besarnya target 
laba tahunan yang dinyatakan spesifik. 
b. Target return on sales pricing, metode ini membuat 
pelaku usaha melakukan penetapan tingkat harga 
tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase 
tertentu terhadap volume sewa. 
c. Target return on investmest pricing, metode ini 
membuat pelaku usaha melakukan penetapan besaran 
suatu ROI tahunan dengan rasio antara laba dengan 
investasi total yang ditanamkan pelaku usaha pada 
fasilitas produksi dan asset yang mendukung produk 
tertentu. 
4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan 
Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan adalah 
metode yang mempertimbangkan perilaku pesaing dalam 






penetapan harga. Terdapat empat metode penentuan harga 
berbasis persaingan yang diuraikan sebagai berikut:
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a. Customary pricing, metode yang digunakan untuk 
produk yang harganya ditentukan oleh faktor seperti 
tradisi dan saluran distribusi yang terstandarisasi atau 
faktor persaingan lain. 
b. Above at or below market pricing, metode yang 
digunakan pelaku usaha dengan cermat dalam memilih 
penetapan harga yang berada di atas, sama atau dibawah 
harga pasar. 
c. Los leader pricing, metode yang menjual produk di 
bawah harga biasanya. 
d. Sealed bid pricing, metode yang menggunakan system 
penawaran harga dan melibatkan agen pembelian. 
II. Sewa Menyewa 
A. Pengertian Sewa Menyewa 
Menurut bahasa, Ijârah berasal dari kata al-ajru yang 
berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.
28
 Karena itu lafaz 
Ijârah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah 
karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, Ijârah 
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 









dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
29
 Ijârah 
secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang 
mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang 
dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau 




Sewa adalah hasil dari inisiatif, keberanian berusaha dan 
efisiensi. Hasil itu didapat sesudah terjadinya proses penciptaan 
nilai karena pemilik barang atau asset tetap terlibat di dalam dan 
terkait dengan pemanfaatannya oleh pengguna.
31
 
Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Ijârah ialah akad yang 
objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu 




Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ijârah 
adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang 
tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan waktu 
tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan 
upah yang diketahui pula. Sedangkan menurut Muhammad Rawas 
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Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi‟I Antonio, 
Ijârah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa 
melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
33
 
Menurut Hanafiyah Ijârah adalah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat 
yang disewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah 
Ijârah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang 
bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
34
 
Ijârah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang 
atau jasa yang halal dan jelas. Ijârah adalah akad untuk 
memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga 
kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka 
disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk 
mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.
35
 
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Pasal 20 mendefinisikan Ijârah yaitu sewa barang dalam jangka 
waktu tertentu dengan pembayaran.
36
 Dalam Fatwa DSN MUI No. 
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijârah. Ijârah adalah 
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 
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dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan 
demikian akad Ijârah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi 




Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan  
sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda 
kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian 
yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan 
orang yang menerimanya, dimana orang yang menerima barang itu 
harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan 
manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat 
tertentu. 
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa 
Ajaran islam pada prinsipnya sangat memperhatikan 
kebutuhan manusia yang telah menjadi fitrahnya saling 
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Saling 
membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya maka diperlukan 
adanya aturan yang dapat memberikan rasa keamanan, kelestarian 
dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat termasuk 
hubungan timbal balik antar sesama. Sebagaimana dalam dasar 
hukum sewa menyewa, yaitu: 
1. Al-Qur‟an 
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a. QS. Al-Qasas (28):26 
    ْ   ْْ   ْْْ ْْ   ْ ْ
     
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 
dapat dipercaya.” 
Ayat di atas dijadikan sebagai landasan dalam hal 
memperkerjakan seseorang, memberi upah maupun sewa 
menyewa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah 
atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaaan yang sifatnya 
ibadah atau perwujudan kenyataan kepada Allah Swt. 
b. QS. Al-baqarah (2): 233 
ْ  ْ  ْ  ْْ  ْْْ ْ
ْ ْ  ْْْ  ْ  ْ  ْ ْ
     ْْْْْ ْ  ْْْ  ْ ْ
  ْْْ ْ ْْ ْ  ْ ْْْ
 ْ ْ ْْ ْ ْ ْْ  ْ
  ْْْ  ْْ    ْ ْْ ْ
 ْ  ْ ْ ْ  ْ    ْْ  ْْ  ْ
ْْْ   ْ ْْْْْ
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin 
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi 




seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada 
dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-baqarah (2): 233) 
  
Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem 
sewa menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang 
diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa 
orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan 
berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.
38
 
c. QS. An-Nisa (4): 29 
  ْ ْ ْْ ْ  ْ  ْ
   ْْْْ ْْ ْ ْْْ
 ْ  ْْْْ ْ  ْ  ْْْْْ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4):29) 
Ayat di atas menjelaskan tentang larangan yang 
tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya 
sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri 
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dengan jalan yang batil adalah membelanjakan hartanya 
pada jalan yang maksiat dan tidak diridhai Allah Swt. 
2. Hadits 
Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda: 
َورَْ ب يْ  ّللّا ْ َعب دْ  َعيْ  ّْللّا ْ قَالَْ ع  َْ  ّللّا ْ َصلّى َرس ْل َسلّنَْ َعلَي  َّ 
قَب َلْأىْ  َرٍْ  ي َرأَج  األج  طْ  َْعَرْقَ ْع  فَّ  )ّالبيِقي هاخَ ابي رّاٍ (يَج 
“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya 
kering.” (H.R Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)
39
 
3. Ijma‟ Ulama 
Landasan ijma‟ nya ialah semua umat bersepakat, 
tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan 
(ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang 
berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
40
 ijma‟ secara 
bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau 
kesepakatan tentang suatu masalah.
41
 Ijârah juga dilaksanakan 
berdasarkan qiyas. Ijârah diqiyaskan dengan jual beli, di mana 
keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam 
Ijârah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. 
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Praktik Ijârah di Indonesia juga mendapat legitimasi dari 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.
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4. Akal  
Ijârah menjadi perantara (wasilah) adanya kemudahan bagi 
manusia dalam memperoleh apa yang diinginkannya berupa 
manfaat bagi orang yang tidak memiliki benda. Maka 
kebutuhan akan manfaat seperti butuhnya benda. Orang fakir 
membutuhkan harta orang kaya dan orang kaya pun 
membutuhkan tenaga orang fakir. Memelihara kebutuhan 
manusia merupakan prinsip dasar diperbolehkannya akad dan 
hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, yaitu 
untuk menghilangkan kesempitan kepada manusia. Oleh karena 




5. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt) 
Berdasarkan KUHPdt Bab ke 7 bagian ke satu nomor 
1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 
kepada pihak yang penyewa kenikmatan dari suatu barang 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu 
harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 
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 Berdasarkan pada rumusan pasal tersebut, 
dapat diidentifikasi terdapat 4 unsur utama dalam sewa 
menyewa yaitu, subjek sewa menyewa, perbuatan sewa 




C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 
Dalam melaksanakan sewa menyewa terdapat rukun dan 
syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang 
melaksanakan akad sewa menyewa. Rukun dan syarat tersebut 
harus dipenuhi agar sah dalam melakukan sewa menyewa dan tidak 
ada yang dirugikan selama pelaksanaan sewa menyewa 
berlangsung.
46
 Rukun dan syarat sewa menyewa tersebut meliputi: 
1. Rukun Sewa Menyewa47 
a. Âqid (orang yang berakad), yaitu Mu‟jir (orang yang 
menyewakan) dan musta‟jir (orang yang menyewa)  
b. Shighat akad, yaitu ijab dan kabul 
Akad menurut bahasa berasal dari bahasa arab “Al- „Aqdu” 
yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. 
Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (yang 
melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan 
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c. Ujrah (uang sewa atau upah) 
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau 
jasa dan tenaga dari orang yang bekerja adalah perkara 
mubah (boleh) menurut syara‟ dan bukan termasuk hal 
yang diharamkan (dilarang). 
e. Benda-benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain 




2. Syarat sewa menyewa 
a. Syarat terjadinya akad (al-inqâd)50 
Syarat ini berkaitan dengan âqid, zat dan tempat 
akad. Menurut ulama Hanafiyah, âqid (orang yang 
melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz 
(minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. 
Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad 
Ijârah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan 
walinya. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah 
syarat Ijârah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat 
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penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah 
sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya. 
Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah mensyaratkan 
orang yang akan melakukan suatu akad harus mukallaf 
yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum 
dapat dikategorikan ahli akad. 
b. Syarat pelaksanaan (an-nafâdz)51 
Agar Ijârah dapat terlaksana barang harus dimiliki 
oleh âqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. 
Dengan demikian, Ijârah al-fudhul (Ijârah) yang dilakukan 
oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak 
diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya 
Ijârah. 
c. Syarat sah Ijârah (syurût al-sihhah) 
Keabsahan Ijârah sangat berkaitan dengan âqid 
(orang yang melakukan akad), ma‟qûd „alaih (barang yang 




1) Adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad 
Yaitu tidak boleh dilakukan akaq Ijârah oleh 
salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar 
keterpaksaan dari pihak-pihak yang berakad. 








2) Ma‟qûd „alaih  bermanfaat dengan jelas 
Adanya kejelasan dalam ma‟qûd „alaih  
sehingga menghilangkan pertentangan diantara âqid. 
Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama 
Mazhab Syafi‟I memberikan syarat yaitu bila seseorang 
menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa 
Rp 1.000.000., sebulan, maka akad itu batal karena 
dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan 
akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula. Menurut 
mereka sewa menyewa dengan cara di atas 
menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas atau satu 
tahun atau dalam satu bulan. Berbeda halnya jika rumah 
itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 
10.000.000., jadi, rumah itu dapat disewakan tahunan 
atau bulan. 
Menurut Jumhur ulama bahwa akad sewa 
semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. 
Adapun sewa Rp 1.000.000., sebulan, maka menurut 
Jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, 
sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah 
pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar 
Rp 1.000.000., maka kerelaan ini dianggap sebagai 




mua‟thah yaitu jual beli tanpa ijab dan kabul tetapi 




3) Ma‟qûd „alaih  harus dapat memenuhi secara syara‟ 
Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat 
diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah 
menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena 
objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang 
disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat 
tepenuhi secara syar‟i, oleh karena itu mustahil atau 
dipandang tidak sah menyewa perempuan yang sedang 
haid untuk membersihkan masjid atau menyewa orang 
untuk mengajari sihir sebab diharamkan syara.  
4) Kemanfaatan benda atau jasa yang menjadi objek 
transaksi akad dibolehkan menurut syara‟ 
Pemanfaatan barang atau jasa harus digunakan 
untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara‟, seperti 
menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan 
mobil untuk dirental, sewa buku untuk belajar. 
5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan 
kepadanya  
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Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat 
fardhu, puasa karena sholat dan puasa merupakan 
kewajiban setiap mukmin dan menyewa istri sendiri 
untuk melayani sebab hal itu merupakan kewajiban 
istri. 
6) Tidak mengambil menfaat bagi diri orang yang disewa 
Tidak menyewakan diri untuk perbuatan 
ketaatan sebab manfaat dari ketaatan adalah untuk 
dirinya sendiri. 
7) Manfaat ma‟qûd „alaih  sesuai dengan keadaan yang 
umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan 
jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai 
dengan manfaat pohon atau menyewa kuda tunggangan 
untuk mengangkut barang yang dimaksud dalam Ijârah. 
8) Adapun syarat barang sewaan (ma‟qûd „alaih ) ialah 
dapat dipegang atau dikuasai. 
a) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa 
adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau 
ukurannya. 
b) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa 
seseorang, yaitu: 




(2) Manfaat barang atau jasa dapat diganti dengan 
materi 
(3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang 
berharga dan ternilai 
(4) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang 
melekat pada barang yang sah kepemilikannya 
(5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk 
menghasilkan barang, seperti, menyewa pohon 
untuk diambil buahnya sewa semacam ini tidak 
sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini 
adalah sewa jasa menyusui karerna darurat 
dalam hadanah 
(6) Manfaat dapat diserahterimakan 
(7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui  
d. Syarat kelaziman (syurut al- luzûm) 
Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu:
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1. Ma‟qûd „alaih  terhindar dari cacat yang dapat 
menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi 
terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak 
maksimal atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa 
berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan 
akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan 






mengalami kerusakan maka akad Ijârah fasakh atau 
rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak. 
2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur ini 
bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau 
pada objek akad Ijârah. 
D. Hukum Sewa Menyewa 
Hukum Ijârah yang pertama yaitu Ijârah shahih adalah 
tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi 
pekerja atau orang yang menyewakan ma‟qud alaih sebab Ijârah 
termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. 
Menurut ulama Hanafiyah tentang hukum Ijârah rusak jika 
penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang 
menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari 
kesepakatan waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada 
syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak 
memberitahukan jenis pekerjaannya, upah harus diberikan 
semestinya. 
Menurut ulama Syafi‟iyah bahwa Ijârah  fasid sama dengan 
jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran 











E. Macam-Macam Sewa Menyewa 
Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad 
Ijârah  menjadi 2 macam, yaitu:
56
 
1. Ijârah a‟mâl 
Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa 
dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan. Menurut ulama fiqih, Ijârah jenis ini hukumnya 
diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti tukang 
jahit, buruh bangunan, buruh pabrik, tukang ojek.
57
 Ijârah 
seperti ini terbagi kepada 2 macam, yaitu: 
a. Ijârah yang bersifat pribadi seperti menggaji pembantu 
rumah tangga, tukang kebun dan satpam komplek 
perumahan 
b. Ijârah yang berserikat yaitu, seseorang atau sekelompok 
orang yang berjumlah lebih dari satu orang seperti buruh 
pabrik dan buruh bangunan, tukang sepatu dan tukang jahit 
2. Ijârah a‟yân 
Yaitu sewa menyewa yang bersifat menimbulkan 
manfaat bagi orang yang menyewa. Contoh Ijârah a‟yân yaitu: 
a. Sewa menyewa rumah untuk tempat tinggal  
Menyewakan rumah untuk tempat tinggal 
dibolehkan baik rumah itu ditempati oleh si penyewa atau 
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ia menempatkan orang lain dengan cara Ijârah (pinjam) 
atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan atau 
membuat rapuh seperti tukang besi dan orang yang 
menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang 




b. Sewa menyewa kendaraan  
Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun 
kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, 
yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan 
dibawa dan benda atau orang yang akan diangkut harus 
dijelaskan karena semuannya nanti akan berpengaruh 
kepada kondisi kendarannya. Apabila hal itu tidak 
dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara 
pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. 
c. Sewa menyewa tanah 
Dalam sewa tanpa harus dijelaskan tujuannya 
apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis 
tanamannya, bangunan bengkel atau warung, dan 
sebagainnya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan maka 
ijarah menjadi fasid. Hal ini karena manfaat dari tanah 
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berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, 
tanaman, dan jenisnya. 
d. Sewa menyewa pakaian (pengantin) 
e. Sewa menyewa perhiasan  
Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang 
atau jasa merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh 
syara‟ untuk dipergunakan sebagaimana lazimnya, maka 




Adapun pembagian dari segi derajatnya ijârah, Ibnu 
Taimiyah membaginya kepada 3 macam, yaitu sebagai berikut:
60
 
a. Pertama, setiap orang yang menyerahkan manfaat dengan 
adanya pengganti („iwadh), termasuk dalam hal ini adalah 
maskawin (mahar) Baik pekerjaan dalam ijârah tersebut dapat 
diketahui atau masih samar dan baik ijârah tersebut bersifat 
lâzim atau ghair lâzim (jâiz). 
b. Kedua, ju‟âlah yaitu manfaat benda tersebut tidak diketahui 
akan tetapi adanya pengganti dapat tertanggung dan akadnya 
termasuk akad jâiz (ghair lâzim). Misalnya seseorang berkata: 
“Barang siapa mengembalikan mobilku kepadaku maka baginya 
ada upah”. 
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c. Ketiga, ijârah khusus yaitu seseorang yang menyewakan benda 
miliknya atau seseorang memperkerjakan orang lain untuk 
melakukan suatu perbuatan dalam tanggungan. Manfaat benda 
yang disewakan tersebut dapat diketahui dengan jelas dan bagi 
upah orang yang melakukan suatu perbuatan dapat diketahui 
dengan jelas. Maka dalam keadaan demikian hukum ijârah 
tersebut bersifat lâzim dan menyerupai hukum akad jual beli. 
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa 
Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang 
dapat dan harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang 
menerima sewa, yaitu sebagai berikut:
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1. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan barang 
a. Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga 
sewaannya. 
b. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan 
barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah 
mempermilikkan manfaat dengan terjadinya perjanjian 
tersebut. 
c. Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang 
yang disewakan kepada orang yang menyewanya. 
d. Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang 
yang disewakannya seperti memperbaiki kerusakan yang 






ada pada barang yang disewakannya, kecuali apabila 
kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa. 
2. Hak dan kewajiban pihak penyewa barang 
a. Penyewa barang diperbolehkan mengambil manfaat dari 
barang yang disewanya. 
b. Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaannya 
oleh orang lain, sekalipun tidak seizing orang yang 
menyewakannya. Kecuali diwaktu sebelum akad telah 
ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak 
diperbolehkan adanya penggantian pemakai. 
c. Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran 
sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
d. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan. 
e. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang 
ditimbulkannya kecuali rusak sendiri. 
f. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada 
barang sewaan karena kelalaiannya kecuali kalau kerusakan 
itu bukan karena kelalaiannya sendiri. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata pihak 
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1. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa. Hal yang 
diserahkan itu hanya penguasaan benda (bezit), bukan hak 
milik. Penyerahan benda sewaan bertujuan untuk memberikan 
kenikmatan kepada pihak penyewa.  
2. Pemeliharaan Benda Sewaan Kewajiban kedua yang wajib 
dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan 
benda sewaan. Menurut ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata 
butir 2 KUHPerdata, pihak yang menyewakan wajib 
memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda itu 
dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.  
3. Penjaminan Benda Sewaan Kewajiban ketiga pihak yang 
menyewakan adalah wajib menjamin pihak penyewa terhadap 
cacat benda sewaan yang mengganggu pemakaian meskipun 
pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya ketika 
sewa menyewa itu dibuat. Apabila cacat itu telah 
mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa, pihak yang 
menyewakan wajib memberikan ganti kerugian, hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 1552 KUHPerdata. 
G. Pembayaran Upah dan Sewa 
Jika Ijârah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak 
ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada 




diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 
diterimanya. Menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, sesungguhnya ia 
berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir menyerahkan zat benda 
yang disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima bayaran karena 




1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasankan kepada hadis 
yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda: 
“berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering” 
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa 
kecuali bila dalam akan ditentukan lain, manfaat barang yang 
diijârahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. 
H. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa 
Ijârah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijârah 
merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 
mewajibkan fasakh.
64
 Fasakh (pemutusan) disini adalah 
melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau 
menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak 
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 Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan 
batal atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa yaitu:
66
 
1. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan 
Yaitu pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan 
pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian 
pihak penyewa sendiri. Dalam keadaan seperti ini pihak yang 
menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak yang 
menyewa. 
2. Rusaknya barang yang disewa 
Yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek perjanjian sewa 
menyewa adalah rumah dan ternyata rumah itu terbakar habis, 
maka dalam hal ini seperti pihak yang menyewakan dapat 
memintakan pembatalan kepada pihak penyewa. 
3. Rusaknya barang yang diupahkan 
Yaitu barang yang diupahkan majur „alaih seperti baju 
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4. Masa sewa menyewa telah habis 
Yaitu masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan 
sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka 
dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir 
(batal). 
5. Adanya uzur  
Uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian 
tidak mungkin telaksana sebagaimana mestinya. Misalnya 
seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian 
barang dagangannya musnah terbakar atau dirampok orang 
ataupun bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka dalam 
hal ini pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian 
sewa menyewa toko yang telah disepakati sebelumnya kepada 
pihak yang menyewakan. Menurut Mazhab Hanafi apabila ada 
uzur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan 
Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan Ijârah 
itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang 
seperti kebakaran dan dilanda banjir.
68
 
Menurut ulama madzhab Malikiyah, Syafi‟iyah dan 
Hanabilah bahwa transaksi ijârah harus diketahui dan dihadiri 
oleh kedua pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan 
perjanjian secara sepihak, kecuali ada alasan untuk itu, seperti 
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barang yang disewa mengandung cacat. Tentang pernyataan 
bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan transaksi 
ijârah, dimaksudkan agar masing-masing terhindar dari sifat-
sifat munafik, karena mereka membatalkan apa yang telah 
disepakati. Sedangkan menurut Abû Hanifah boleh saja 
membatalkan akad ijârah, dengan alasan tertentu, meski alasan 
tersebut dari pihak penyewa. Sebab, transaksi tersebut mesti 
dan seharusnya dilakukan atas dasar syarat-syarat yang dapat 
menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.
69
 
Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai 
dengan kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya 
suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk 
menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi barang-barang 
tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainya karena 
musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi 
kehancuran. Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya 
kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. 
Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak 
bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama 
sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab 
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memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal 
ini tidak mengakhiri masa sewa.
70
 
III. Tinjauan Pustaka 
Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut 
ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya 
memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 
Pertama, Ade Mareta Handayani dengan judul: Tinjauan 
Hukum Islam  Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak (Study di Pasar 
Unyil Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten 
Tulang Bawang Barat). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa 
UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 
1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
lampung. Fokus penelitian yang dilakukan Ade ialah tentang 
perbedaan harga sewa berdasarkan domisili tempat tinggal penyewa, 
berbeda dengan penelitian yang akan difokuskan pada perbedaan 
penetapan perbedaan harga sewa berdasarkan keadaan penyewa lama 
dan baru dalam fasilitas yang sama. Meskipun demikian penelitian 
yang dilakukan Ade Mareta Handayani dapat dijadikan bahan 
informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
Kedua, Mochammad Iwan Darmawan dengan judul: Analisis 
Biaya dan Penetapan Harga Sewa Pokok Mall pada Jember Town 
Square. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas 
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Jember, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember. Fokus penelitian 
yang dilakukan Mochammad Iwan Darmawan ialah tentang penetapan 
harga pokok sewa mall, berbeda dengan penelitian yang akan 
difokuskan pada perbedaan penetapan perbedaan harga sewa 
berdasarkan keadaan penyewa lama dan baru dalam fasilitas yang 
sama. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Mochammad 
Iwan Darmawan dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian 
yang akan dilakukan. 
Ketiga, Ramadhani dengan judul Analisis Hukum Islam 
Tentang Perbedaan Harga Jual Barang yang Sama Kepada Konsumen 
(Study pada pedagang kain di pasar Bambu Kuning Bandar 
Lampung). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden 
Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program 
studi Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung. Fokus 
penelitian yang dilakukan Ramadhani ialah tentang penentuan harga 
jual barang yang sama terhadap konsumen berdasarkan suasana pasar, 
berbeda dengan penelitian yang akan difokuskan pada perbedaan 
penetapan perbedaan harga sewa berdasarkan keadaan penyewa lama 
dan baru dalam fasilitas yang sama. Meskipun demikian penelitian 
yang dilakukan Ramadhani dapat dijadikan bahan informasi untuk 
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